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BAB IV 

PENUTUP 

4.1.Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Qanun ialah produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintahan Aceh 

sebagaimana bentuk Aceh menjalankan kekhususannya berdasrkan 

Undang Undang 11 Tahun 2006. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

Undang Undang No 11 Tahun 2006 merupakan Lex Specialis, maka 

dapat mengesampingkan aturan yang terdapat di dalam Undang 

Undang Nomor 12 Tahun 2011 khususnya pada Pasal 15. Hal ini 

diperkuat dengan ketentuan Pasal 269 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 

2006 yang menyatakan bahwa “Peraturan perundang-undangan di 

bawah undang-undang yang berkaitan secara langsung denagan 

otonomi khusus bagi Daerah Provinsi Aceh dan Kabupaten/Kota 

disesuaikan dengan undang-undang ini”. Dipertegas lagi dengan isi 

Pasal 241 ayat (4) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang 

menyatakan bahwa Qanun Jinayat mendapat pengecualian dari 

ketentuan ayat (1), (2), dan (3) Sehingga memungkinkan Qanun 

menerapkan aturan terkait hukuman cambuk. Dengan hal ini Qanun 

Aceh No 6 Tahun 2014 yang mengatur hukum cambuk dalam hukum 

jinayat tidak bertentangan dengan Pasal 15 UU No 12 Tahun 2011 

karena Qanun sendiri dibentuk dilandaskan dengan UU 11 Tahun 2006 

Tentang Pemerintahan Aceh. Sehingga hal ini mempertegas 

kekhususan yang dimiliki oleh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 

melalui Qanun Jinayat. Sehingga dalam hal ini Qanun No 6 Tahun 

2014 tidaklah bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 di dalam 

Undang Undang 12 Tahun 2011. 

2. KUHP merupakan sumber hukum pidana nasional yang berlaku di 

seluruh Indonesia. Begitu pula di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 

Hal ini diketahui karena terdapat aturan yang menyatakan bahwa bagi 

masyarakat Aceh khususnya orang islam dengan sukarela tunduk 

terhadap Qanun Jinayat, akan tetapi bagi non muslim yang melakukan 

jarimah ia dapat memilih dan tunduk sukarela menggunakan Qanun 
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Jinayat. Sehingga dalam hal ini bagi Non Muslim dapat memiliki 

pilihan yang diberikan sesuai dengan isi pasal 129 ayat (1) Undang 

Undang 11 Tahun 2006. Maka keberlakuan KUHP di Aceh dapat 

dipastikan tetap digunakan sebagai sumber hukum pidana nasional bagi 

warga Non Muslim di Aceh. Hal ini juga dengan dasar ketentuan 

keberlakuan Qanun jinayat bagi Non Muslim di dalam Pasal 5 huruf c 

Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa “Setiap Orang 

beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan Jarimah di Aceh 

yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi di atur dalam 

Qanun Nomor 6 tahun 2014.” Sehingga perbuatan yang tidak diatur di 

dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 dan diatur di dalam KUHP maka 

tetaplah menggunakan KUHP sebagai dasar hukumnya. 

 

4.2.Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, maka 

saran yang dapat diberikan adalah: 

1. Bagi penegak hukum, apabila ingin meninjau suatu aturan yang 

berkaitan dengan Qanun Jinayat maka dapatlah menggunakan 

Undang Undang 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dalam 

pertimbangan, karena Undang Undang itulah dasar dari kekhususan 

yang dimiliki oleh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 

2. Bagi masyarakat, apabila ingin melakukan peninjauan aturan 

terkait Qanun Jinayat, maka haruslah mengkaji pula bahwa Qanun 

Jinayat didasarkan dari Undang Undang 11 Tahun 2006 sebagai 

bentuk kekhususan yang dijamin Negara Indonesia untuk Provinsi 

Nanggroe Aceh Darussalam. 

3. Bagi Pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam, penulis 

menyarankan kepada pemerintah Aceh selaku penanggungjawab 

dalam hal pengaturan Qanun Jinayat untuk melakukan evaluasi 

Qanun dalam hal penyesuaian dan perkembangan hukum yang ada 

di Indonesia. Hal ini agar selanjutnya dalam pelaksanaan Qanun 

telah didasari dengan berkembangnya kehidupan masyarakat 

Nanggroe Aceh Darussalam di masa sekarang dan akan datang.  
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